
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 
NOMOR: 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,
- nimbang: a. bahwa guna meningkatkan pengawasan, 

keamanan, keselamatan dalam menggunakan 
kendaraan angkutan umum serta terhindarnya 
setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu 
lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, 
Jalan, dan/atau lingkungan, maka perlu adanya 
pengujian atas kendaraan bermotor;

b. bahwa pengujian kendaraan bermotor dilakukan 
secara uji berkala berbentuk buku berisi data dan 
legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan, kereta 
gandengan, kereta tempelan atau kendaraan 
khusus;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan 
daerah dan guna menunjang Pelaksanaan 
Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahan, 
dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap 
permohonan pengujian Kendaraan Bermotor wajib 
dikenakan Retribusi.

d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.



Mengingat : 1. Undang-undang Nomor S Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209).

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Peruntdang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Leimbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);:

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tenteng Perubahan 
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahum 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antaira Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahuin 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4444 ;
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e. Undani undan { Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembe itukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi 
Sulawe ;i Tengara (Lembaran Negara Republik 
'ndone ia Tah jn 2007 Nomor 16, Tambahan 
Lemba an Megara Republik Indonesia 
Nomor 1-690);

7. Jndanj undan \ Republik Indonesia Nomor 22 
Fahun 2009 t jntang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Lemba an Negara Republik Indonesia 
Fahun 2009 Jomor 96, Tambahan Lembaran 
Megara Republ k Indonesia Nomor 5025);

8. Jndanj undan ; Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
:3ajak ! laerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Mega re Rept blik Indonesia Tahun 2009 
Momor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republ k Indor ssia Nomor 5049);

9. ^eratut an Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 
:entan* Koord nasi Kegiatan Instansi Vertikal di 
Daerah (Lemfc aran Negara Republik Indonesia 
fahun 1988 lomor 10, Tambahan Lembaran 
Megara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. ^eratui -m Per serintah Nomor 41 Tahun 1993 
:entan| Angkutan .. a la n (Lembaran Negara 
Republ < Indc riesia fahun 1993 Nomor 59, 
famba an Ler fbaran Megara Republik Indonesia 
Momor 3527);

x 11, :5eratuMn Penerintaf Nomor 42 Tahun 1993 
entanji Pemeriksaa i Kendaraan Bermotor 
Lem be'a n Negara F epublik Indonesia Tahun 
1993 Momor 30, Tar «bahan Lembaran Negara 
Republ < Indon esia Nc inor 3528);
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12, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 
tentang Prasf ana Lalu Lintas Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indone sia Nor tor 3529);

13. Peraturan Pe nerintah Nomor 44 Tahun 1993 
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 
Nomor 64);

14 Peraturan Pemerintah Nomsr 82 Tahun 1999 
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Nagara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 1.87, 
Tambc!ian Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3907);

15 Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tahun 2001 
tentang Keamanan dan Keselamatan 
Penerbangan (Lermaran Negara Republik 
Indonesia Tautn 2001 Nomor 54 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3952);

16 peratunan Pemerinta i Nomor 69 'Rahun 2001 
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara 
Repub ik Indonesia Fahun 2001 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4145);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum
Daerah;

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan 
Produk Hukum Daerart;

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2006 tentang Lembaran Negara dan 
Berita Daerah;
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20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daejrah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Utara Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA 

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN 
BERMOTOR.

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton 

Utara;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara ;
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i f "'w.tii Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
m iU) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Union utara;

‘ f* i.ituran Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buton
* H. n a ;

* i*< i.»bat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang
K<‘iribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku;
K.is daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk 
memegang kas daerah;

»  Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu 
i^mpat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di 
KuangLalu Lintas Jalan;

1 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian 
Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

t<). Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu 
Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, 
rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan 
pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan 
Jalan, serta fasilitas pendukung;

' t. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;

12 . Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan 
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang 
berjalan di atas rel;

13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang 
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan 
dipungut bayaran;

14. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan 
bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang 
berupa Jalan dan fasilitas pendukung;
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f'. i.iI.hi adalah seluruh Jalan, termasuk bangunan
pflongkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu 
l mias umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas 
i»'»mukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, 

di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
h - Forminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang 

digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, 
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta 
perpindahan moda angkutan;

17. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum 
untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;

18. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak 
untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ;

19. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk 
sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya ;

20. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang 
berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan 
yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau 
petunjuk bagi Pengguna Jalan ;

21. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan 
atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda 
yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis sorong, 
serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus l alu 
Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas ;

22. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat, elektronik yang 
menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan 
isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau 
Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan ;

23.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan 
atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping 
atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah ;

24. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang 
menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan 
Kendaraan Bermotor Umum;
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m  adalah perseorangan kau badan hukum yang
j.isa Perusahaan Angkutan Umum.

«» ('«(.gr.nui.il adalah orang yang mengemudikan Kendaraan 
h**» 11 k iti m di lalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

*; n»», nink.i.iii Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang 
<iniugi) dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan 

•linu t.mpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban 
ttifiituMH dan/atau kerugian harta benda ;

■'i' •‘fniimpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain 
i‘«*'pemudi dan awak Kendaraan ;

*' i’**ialan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu 
I "Has Jalan ;

><» i’̂ ngguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk 
i)»irlalu lintas;

u.Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan 
untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan 
secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan ;

32. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha 
dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, 
pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas 
perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan 
memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 
Lalu Lintas;

33. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu 
keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan 
dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut 
dalam be)lalu lintas;

34. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu 
keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama 
berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, 
dan/atau lingkungan;

35. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan 
berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai ctengan hak 
dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
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?6. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu 
keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas 
dari hambatan dan kemacetan di Jalan ;

m . Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
adalah sekumpulan subsisitem yang saling berhubungan dengan 
melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan 
pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan ;

:*8. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;

19. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat 
melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang 
ini;

•u). Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab 
penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

H.Buku Uji adalah tanda bukti uji berkala berbentuk buku berisi 
data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan, kereta 
gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus;

i/.Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk 
plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji 
kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen 
ditempat tertentu di kendaraan ;

i ! Tanda samping adalah suatu tanda yang berisi informasi secara 
permanent dengan menggunakan cat pada bagian kanan dan kiri 
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan 
kendaraan khusus;
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44. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap 
kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji 
atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi 
kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 
yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, 
penumpang dan pemakai jalan lainnya ;

45. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut 
Retribusi, adalah pungutan daerah atas pelayanan pengujian 
kendaraan bermotor;

46. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi karena memperoleh 
pelayanan pengujian dan atau pemeriksaan kondisi teknis 
kendaraan bermotor;

47. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnyai, 
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan 
bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, 
Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana 
Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya ;

48. Masa Retribusi ad&lah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

urat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat 
oPTRD, adalah surat yang, digunakan oleh wajib retribusi untulk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang 
terutang;

urat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat 
SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat 
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang 
terutang;

urat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
»elanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang 
menentukan jumlah Tambahan atas jumlah pembayaran 
Retribusi yang telah ditetapkan ;
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52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi 
lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang;

f>3. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau dendai

'>4. Pemeriksaan Retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk 
mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau 
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan 
perUndang-undang an yang berlaku;

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi 
serta menemukan tersangkanya;

'*'> Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Buton Utara yang diberi wewenang khusus oleh 
Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara yang 
memuat ketentuan Pidana.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 2
*' nama Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 
ipun^ut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian 

pemeriksaan kondisi teknis terhadap kendaraan bermotor, 
" '■> gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
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11) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk 
kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah.

i/) Wajib uji kendaraan dikenakan terhadap kendaraan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

’.ubyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat 
i»-layanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB lli

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

1 1) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor digolongkan sebagai 
retribusi jasa umum.

i :*) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. Biaya pengujian dan pemeriksaan kondisi teknis termasuk 
tanda samping.

b. Biaya Penggantian Tanda Uji.

c. Biaya Penggantian Buku Uji.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

imgkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang 
«luiji.
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PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN 
BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7'
t’rmsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 
iMribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 
*.,tina dengan biaya pelayanan pengujian atau pemeriksaan kondisi 
tr-Knis kendaraan bermotor.

Pasal 8
s!) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan 

bermotor adalah sebagai berikut:
a. Biaya Pengujian:

BAB V

1. Mobil Penumpang Rp. 30.000.-
2. Mobil Bus Rp. 50.000.-
3. Mobil Barang, Kereta bermotor

penarik, Kendaraan Khusus Rp. 80.000.-
4. Kereta Gandengan Rp. 80.000.-
5. Kereta Tempelan Rp. 80.000.-
6. Buku Uji Rp. 25.000,-
7. Tanda Uji Perkeping Rp. 20.000,-
8. Pengecatan Tanda Samping Rp. 25.000,- £
9. Penggantian Buku Uji Rp. 50.000,- „
Biaya Penilaian Teknis
l. Sepeda Motor Rp. 10.000.-
2. Mobil Penumpang Rp. 20.000.-
3. Mobil Bus Rp. 30.000,-
4. Mobil Barang Rp. 40.000,- V

u>) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.
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8ABVI 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Fasal 9

IjumIhi-j dipungut cli tempat pengujian kendaraan bermotor 
■tw • .makan.

BAB VII

MASA retr ibusi

Pasal 10

* Retribusi adalah sama dengan masa berlaku pengujian 
IfH.i.H.ian bermotor.

BAB VIII 

SAAT RETRIBUSI 

Pasal 11

ft'Mi ({«.'tribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau 
«*■ •"HH-ri lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 12

i i i •*« mungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

j . •<* itibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen 
1 "'i yang dipersamakan ;

•! i ! -*i timen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
'*• "ipa karcis, kupon dan kartu langganan ;

' 1 't..rm| pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) 
•t'■■•’tor ke Kas Daerah.



BABX

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

Pasal 13

1 i ) ii.igi orang atau Badan atau instansi lain yang memanfaatkan 
i m.'layanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan pendaftaran 
melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah 
Kabupaten.

i.’> l ormuiir pendaftaran di isi oleh Wajib Retribusi atau kuasanya 
«lengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi Daftar 
Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.

) M Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat
[2) dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi 
Daerah (NPWRD).

H) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran dan 
Daftar Induk Wajib Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI 

pasal 14
1 1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat 

lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan 
menggunakan SKRD.

i/) Dalam hal pembayaran bukan dilakukan di Kas Daerah, maka 
hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah 
selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh Bupati.

Pasal 15

( 1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima 
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan STRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan;

( 2 ) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran 
Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 16
i I) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar 

dilakukan dengan menggunakan STRD;
!’<’) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didahului dengan surat teguran ;
( i) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 

sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribussi 
dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; 

(■D Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus 
melunasi retribusi yang terutang; 

s'i) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk ; 

(J>) Tata cara pembayaran dan penerbitan surat teguran/ 
peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan 
Bupati.

BAB XII 
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17
iMlam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya 
<*tau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang 
t«-rutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 
MRD.

BAB XIII 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 18
f i ) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal 

tindakan pelaksanaan penagihan retribusi oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dikeluarkan 7 (tujuh) 
hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
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Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat 
teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi 
harus melunasi Retribusi yang terutang, 

ff) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang 
ditunjuk.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 19
1 1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat 

mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

i'J) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas 
dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
a. Nama dan alamat wajib retribusi.
b. Masa retribusi.
c. Besarnya kelebihan pembayaran.
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini, harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas 
kelebihan pembayaran yang diajukan dic*nggap dikabulkan dan 
SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu yang lama 1 (satu) 
bulan*

(5) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, 
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
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iMlam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud 
p.Kia ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
Unggal diterimanya Surat Teguran tersebut, 
l'engakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 
‘limaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi 
•i.ui belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah, 
l ’engakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
'iuviaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22
hutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan.
liupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi 
v. mg sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Uta cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 23
Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam 
inigka melaksanakan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah dan Retribusi.
Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
*>• memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

i', memberikan kesempatan urituk memasuki tempat atau 
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

■mbaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011. Halaman 19 dari 26



c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi 

diatur dengan Peraturan Bupati,
BAB XVII!

INSENTIF PEMUNGUTAN 
Pasal 24

(1) instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi 
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {1} 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX 
PENYIDIKAN 

Pasal 25
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara 
Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:
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b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan 
Daerah dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen iain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 
Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta me?lakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan Daerah dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan,

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-undang Hukum Acara Pidana.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah 
terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil pengelolaan 

kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan
4. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah;

b. Dana Perimbangan ;
c. Pinjaman Daerah ; dan
d. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi 
sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan 
pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan 
ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi 
Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam hai pemungutan 
Retribusi Daerah.
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton Utara 
perlu mengacu kepada Undang- undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi 
Daerah. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dalam hal Pengujian Kendaraan Bermotor maka 
diperlukan pengaturan retribusi yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasa! 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal I I  Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah 
bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak 
dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah 
Kabupaten Buton Utara tidak boleh faekerjasama dengan 
pihak ketiga. Dengan sangat seieklif dalam proses
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pemungutan Retribusi. Pemerintah Kabupaten dapat 
mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang <arena 
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melakst nakan 
sebagian 'tugas pemungutan jenis Retribusi secare lebih 
efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat 
dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kt giatan 
perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengatasan 
penyetoran Retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 12 ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersanakan 
antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasai 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perk diteta >k.an 
untuk*memberikan kepastian hukum, kapan utaig Retr busi 
tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 23 ayat (3) huruf a
Dalam ha! diterbitkan Surat Teguran KedaSuwars? Penag ha n 
dihitung sejak tangga! penyampaian Surat Tegurai Terset ut,
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Pc sal 23 . iyat (3) huruf b
Y«ng dimaksud iengan pengal.uan u ang R?tribusi secara 
la igsung adalah wajib Retrii >usi d ;ngan kesaderannya 
m 3 nyata h an masih men punya utang retribi si dan belum 
m Jlunasii,ya kep sda Penierintal' Kabupaten.
Ycng dimaksud iengan pengakuan u ang Rttribusi secara 
ti( ak la igsung adala i waji :> Ret ibusi tidak secara 
n\ata~ny;;ta largsung menyalakan jahwa ia mengakui 
m smpun} ai utan,; Retribi isi kepE da Pen erintal Kabup aten.
Ct intoh :
Wajib Fetribus men*ajukar pernohonai an  ̂sura n/ 
p< nundaj n peml ayaran
V\i ajib Ret ibusi n engaju! an peri lohons n kebei atan.
P; isal 23 jyat (4) Cukup. elas 
Pi isal 24 ayat (2)
P^ngajuai tuntilan ke penga< ilan pi dana terhadap wajib 
retribusi dilakikan iengan penuh kearifan serta 
memperhatikan kemam )uan v ajib re ribusi dan besarnya 
retribusi yang terutang yanj; men *akibat «an kerugian 
ki uangar Daerah.
P, isai 24 ayat (2) Cukup. elas
P isal 25 Dukup.elas
P isal 26 3ukup .elas
P ssal 27 3ukup .elas

[nfcaci n Daerah h sbupaten t Jton Utara 'ahun 201 H a la i i  an 26  i d r i  26


